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ABSTRACT 
 

The Agrarian Reform Program in Indonesia aims to improve people's 

welfare through asset arrangement and access handling. This study aims to 

determine the empowerment strategy for coastal communities in realizing 

community welfare in Cot Darat Village, Samatiga District, West Aceh. This study 

uses a qualitative descriptive method with primary and secondary data. The results 

of the study show that the empowerment strategy for coastal communities in Cot 

Darat Village through the construction of ponds and the submission of seeds and 

feed, as well as the obstacles faced in this program, include the lack of coordination 

between parties, inflexible aid funds, inappropriate pond designs, and lack of 

qualified human resources. The proposed solutions include program evaluation and 

improvement, human resource development, and community involvement in the 

management of fish ponds. The positive impacts of this program include improving 

the health of the community in Cot Darat Village, increasing the spirit of gotong 

royong and cooperation among residents in the process of making fish ponds, and 

improving the standard of living of the community (expected). The suggestions 

given include open and effective communication, mapping village needs and 

potential, ongoing socialization and education, a participatory and community 

empowerment approach, building trust and cooperation, human resource 

development, increased cooperation, technology utilization, and community 

empowerment for human resource development in accordance with the potential of 

Cot Darat Village. 

Keywords: Agrarian Reform, Coastal Community Empowerment, Community 

Welfare, Cot Darat Village, Samatiga District 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), memuat 

amanat penting terkait pengelolaan kekayaan alam. Pasal ini menyatakan 

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. Hal ini menunjukkan komitmen konstitusi untuk memastikan bahwa 

kekayaan alam dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan demi 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal ini menjadi dasar dalam mengambil 

kebijakan terkait pertanahan di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria(UUPA). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) 

bahwa Negara memiliki Hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa. 

Hak ini memberikan kewenangan eksklusif kepada Negara untuk: 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Hal 

ini berarti Negara berhak menentukan bagaimana sumber daya 

alam tersebut dimanfaatkan dan dipelihara untuk kepentingan 

rakyat. 

b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Negara memiliki 

kewenangan untuk mengatur hak dan kewajiban individu dan 

badan hukum atas sumber daya alam tersebut. 

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan 

ruang angkasa. Negara berhak mengatur segala jenis 

perjanjian, transaksi, dan tindakan hukum yang berkaitan 

dengan sumber daya alam tersebut. 

 



2 
 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, reforma 

agraria menjadi suatu program krusial tingkat nasional yang memiliki peran 

signifikan dalam usaha untuk menyebarkan secara merata struktur 

penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Reforma 

agraria merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi 

dan sosial di Indonesia. Reforma agraria mempunyai tujuan untuk 

mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mewujudkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui sektor agraria, membuka 

lapangan kerja baru untuk memerangi kemiskinan, memajukan akses 

masyarakat kepada sumber ekonomi, memastikan ketahanan dan kedaulatan 

pangan, upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup serta menuntaskan 

konflik agraria. Indonesia sebagai negara hukum berdasar pada prinsip 

negara kesejahteraan (welfare state) dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyatnya. Tujuan dari 

pengembangan konsep welfare state yaitu merancang kebijakan dalam 

rangka mendukung pemenuhan hak-hak warga negara yang berfokus pada 

peningkatan kesejahteraan berdasarkan pada penggunaan dan 

pengembangan sumber daya alam. Disamping itu, reforma agraria juga 

dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik agraria dengan tujuan 

mencapai ekonomi yang adil.  

Namun, dalam implementasinya reforma agraria seringkali 

menghadapi sejumlah tantangan dan masalah. Misalnya, lambatnya proses 

sertifikasi tanah, konflik atas hak kepemilikan lahan, resistensi dari pihak-

pihak yang berkepentingan, dan kurangnya dukungan infrastruktur yang 

memadai serta pelatihan bagi penerima manfaat. Hal ini yang 

mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara cita-cita dan realita yang 

dialami oleh Masyarakat. 

Demi mencapai cita-cita reforma agraria yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penataan aset dan penanganan 

akses, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, melalui unit-unit di 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, ikut 

berperan dalam mengamati potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat 
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serta kondisi daerah dalam berkomitmen memberikan kontribusi terbaik 

dengan mengimplementasikan Pemberdayaan Tanah Masyarakat. Salah 

satu langkah yang dilakukan adalah mendorong legalisasi aset oleh Kantor 

Pertanahan terhadap lahan yang telah melalui proses pemberdayaan atau 

telah memperoleh akses dengan bantuan dan pendampingan dari 

stakeholder terkait. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Tap MPR 

No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam terkait pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan 

mempertimbangkan potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat, serta 

kondisi daerah dan nasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 

2018 tentang Reforma Agraria memerintahkan pembentukan Gugus Tugas 

Reforma Agraria (GTRA) yang melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tujuan agar Program Reforma 

Agraria dapat segera diimplementasikan hingga di tingkat paling bawah. 

Proses reforma agraria terbagi dua yaitu penataan aset dan penataan 

akses untuk kemakmuran rakyat. Dalam penataan aset, reforma agraria 

bergerak melalui strategi untuk redistribusi tanah sedangkan dalam 

penataan akses reforma agraria bergerak melalui rangkaian proses yang 

mencakup aspek lebih luas, termasuk akses terhadap sumber daya alam, 

keuangan atau modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, serta 

distribusi kekuatan politik. Arisaputra (2021) menjelaskan bahwa reforma 

agraria tidak hanya berfokus pada pengaturan kepemilikan dan pengelolaan 

tanah. Cakupan reforma agraria jauh lebih luas, yaitu meliputi pengaturan 

dan pengelolaan seluruh sumber daya alam di Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa reforma agraria bertujuan untuk menciptakan sistem 

pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, demi 

kesejahteraan rakyat Indonesia.  

Rohman (2019) dalam jurnalnya yang berjudul "Acces Reform 

Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan 

Tahunan Kabupaten Jepara" meneliti pelaksanaan reforma agraria di Jepara, 

Jawa Tengah, dengan fokus pada penataan akses dan pemberdayaan 

masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu bentuk 
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pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan adalah terhadap para 

perajin meubel. Menurut Riyadi (2020) dalam jurnal yang berjudul 

“Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi Di Desa Sumogawe 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”, pelaksanaan reforma agraria 

khususnya dalam penataan akses, terdapat pemberdayaan masyarakat yang 

pernah dilaksanakan di Semarang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang dalam kegiatan pembuatan sertifikat tanah massal berkolaborasi 

dengan instansi lain untuk memberikan kemudahan bagi peternak sapi perah 

untuk mendapatkan modal usaha dari bank, pelatihan dan pendampingan 

dalam beternak sapi perah, serta bantuan dalam memasarkan produk olahan 

susu sapi perah.  

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Aceh Barat juga ikut 

berpartisipasi dalam upaya pelaksanaan reforma agraria. Program ini 

diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dengan mengemban 

amanat Program Strategi Nasional(PSN). Masyarakat merupakan subjek 

penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).  Guna mewujudkan 

penataan akses (access reform) dalam Reforma Agraria, GTRA membentuk 

Satuan Tugas Penataan Akses. Satuan tugas ini memiliki beberapa fungsi 

penting, yaitu: 

1. Inventarisasi dan Identifikasi. Melakukan pendataan dan identifikasi 

terhadap penerima TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang 

membutuhkan akses untuk memanfaatkan tanah yang mereka terima. 

2. Pengembangan Rencana dan Kegiatan. Merumuskan rencana dan 

kegiatan pemberian penataan akses bagi penerima TORA, disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing penerima. 

3. Koordinasi Internal dan Eksternal. Berkoordinasi dengan berbagai pihak 

internal dan eksternal, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, 

maupun kota, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Reforma 

Agraria. 
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Dengan menjalankan fungsi-fungsinya tersebut, Satuan Tugas 

Penataan Akses GTRA berperan penting dalam memastikan bahwa 

penerima TORA mendapatkan akses yang diperlukan untuk memanfaatkan 

tanah mereka secara optimal, dan pada akhirnya mewujudkan tujuan 

Reforma Agraria. 

Menurut data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, pada 

tahun 2022 di Kecamatan Woyla Desa Gempa Raya dan Desa Padang Jawa 

serta dan Desa Liceh Kecamatan Bubon, oleh GTRA telah berhasil 

dilaksanakan kegiatan Reforma Agraria pada TORA melalui pemberdayaan 

tanah masyarakat berbasis kemitraan dengan pemerintah melalui pemberian 

bantuan bibit bawang merah dan pelatihan pemberdayaan penanaman 

bawang merah.  

Desa Cot Darat, yang terletak di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, 

pada tahun 2023 telah terpilih menjadi lokasi pelaksanaan program reforma 

agraria yang bergerak dalam penataan akses melalui penguatan 

kelembagaan. Alasan pemilihan desa ini karena sebagian besar bidang tanah 

telah tersertifikatkan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan kegiatan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Terdaftarnya banyak bidang 

tanah di suatu wilayah menarik peneliti agar dapat diberikan kesempatan 

unik untuk melakukan studi kasus dan mengetahui dampak dari pelaksanaan 

reforma agraria yang telah dilakukan dengan menilai sejauh mana reforma 

agraria telah berhasil dalam memperbaiki situasi pemilik tanah dan 

masyarakat pesisir. 
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Adanya proses penataan akses reforma agraria di Desa Cot Darat ini 

tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat di pesisir Desa Cot Darat. 

Atas dasar penjelasan di atas, penelitian mendalam perlu dilakukan untuk 

mengetahui metode penataan akses reforma agraria serta permasalahan dan 

tantangan yang dihadapi dalam upaya penguatan kelembagaan khusunya 

dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian ini diharapkan akan 

memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemenuhan hak-hak 

masyarakat dalam hal kepemilikan lahan dan peningkatan kesejahteraan di 

wilayah tersebut. Dengan latar belakang permasalahan ini, peneliti 

berikutnya akan melakukan penelitian dengan judul “Metode 

Pemberdayaan Masyarakat Di Pesisir Dalam Mewujudkan Kesejahteraan 

Masyarakat (Studi Di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten 

Aceh Barat)”. 

B. Rumusan Masalah 

Pelaksanaan reforma agraria harus mempertahankan keseimbangan 

antara kegiatan landreform yang berupa asset reform (penataan aset) dan 

access reform (penataan akses). Meskipun demikian, pelaksanaan reforma 

agraria lebih cenderung mendominasi kegiatan asset reform, khususnya 

redistribusi tanah, yang selama ini telah menjadi fokus utama. Oleh karena 

itu, dengan adanya penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat 

pesisir ditemukan rumusan masalah: 

1. Strategi pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam Mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat di Desa Cot Darat, Kecamatan 

Samatiga 

2. Kendala dan solusi yang tersedia untuk mendukung penerapan 

strategi di Desa Cot Darat 

3. Dampak pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam mewujudkan 

kesejahteraan Masyarakat 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui strategi pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam 

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cot Darat, 

Kecamatan Samatiga 

2. Mengetahui kendala  dan solusi yang tersedia untuk mendukung 

penerapan strategi di Desa Cot Darat 

3. Mengetahui dampak pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam 

mewujudkan kesejahteraan Masyarakat 

D. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Akademis 

Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini akan memperluas 

wawasan terkait studi reforma agraria, khususnya dalam bidang 

penanganan akses di daerah pesisir. Kajian ini juga diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemenuhan hak-hak 

masyarakat dalam hal kepemilikan lahan dan peningkatan 

kesejahteraan. 

2. Kegunaan praktis 

Secara praktis, harapannya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat 

menjadi pertimbangan bagi pemerintah yang mencakup pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selain 

itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dalam membuat 

aturan terkait program reforma agraria, terutama dalam pelaksanaan 

penanganan akses. Dengan demikian, diharapkan upaya pemerintah 

untuk meningkatkan penataan akses dapat mencapai tingkat optimal 

melalui evaluasi bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan 

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cot Darat melalui 

Penanganan Akses Reforma Agraria (PARA) mempunyai strategi yang 

berfokuskan pada pembuatan kolam ikan dengan bantuan bibit dan pakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan lokal. Program 

ini dijalankan melalui enam tahapan utama dan melibatkan berbagai 

pihak, termasuk pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat Desa 

Cot Darat. 

2. Implementasi program PARA masih menemui beberapa kendala di awal 

pelaksanaannya, seperti kurangnya koordinasi antar pihak, dana bantuan 

yang tidak mencukupi, ketidakcocokan desain kolam, dan keterbatasan 

kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mengatasi kendala 

tersebut, perlu dilakukan beberapa solusi, seperti memperkuat koordinasi 

antar pihak, mencari sumber dana tambahan, melakukan kompromi 

bersama masyarakat, dan membangun kerjasama dengan pihak lain 

untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

3. Dampak ekonomi dari program PARA masih belum terlihat karena masih 

berada di fase awal dan dalam proses menuju panen pertama tetapi masih 

bisa diperkirakan dengan potensi ekonomi. Secara sosial, program ini 

telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan rasa kesatuan di 

dalam masyarakat Desa Cot Darat yang bergotong royong dalam 

membangun kolam. Masyarakat Desa Cot Darat juga menjadi lebih sehat 

dengan meningkatnya kualitas lingkungan karena program ini 

membersihkan lingkungan dari hewan-hewan liar.   
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut diberikan beberapa saran 

untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program PARA: 

1. Peningkatan komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Program harus 

memprioritaskan komunikasi yang jelas dan terbuka dengan masyarakat 

Desa Cot Darat. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap 

tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan (implementasi), 

monitoring dan evaluasi serta selalu mempertimbangkan kebutuhan dan 

harapan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga 

strategi pelaksanaan bisa semakin baik dan efektif. 

2. Pengembangan rencana aksi tanggap. Diperlukan tim tanggap yang 

terdiri dari berbagai pihak terkait untuk merumuskan rencana aksi 

konkret dalam menanggapi kendala-kendala awal dan membangun 

komunikasi terbuka dengan masyarakat Desa Cot Darat. Rencana ini 

harus mencakup langkah-langkah spesifik sebagai solusi untuk 

memperbaiki koordinasi, mengatasi kekurangan dana, menyesuaikan 

desain kolam, dan meningkatkan kapasitas SDM. Peningkatan 

transparansi juga diperlukan untuk memperjelas mekanisme penyaluran 

dana bantuan, pengadaan bibit dan pakan, serta pengelolaan program 

kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan 

partisipasi masyarakat. 

3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  secara optimal untuk 

peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat dalam 

memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dapat 

membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait program, 

pasar, dan teknik budidaya ikan. Hal ini juga harus diikuti dengan 

pelatihan yang didukung oleh instansi terkait untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan, sehingga program semakin memiliki dampak positif 

bagi masyarakat. 
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Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan program PARA 

di Desa Cot Darat dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang 

lebih besar bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan lokal, dan 

mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dengan melibatkan 

masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan program 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan program. Upaya 

mewujudkannya dapat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber 

Daya Manusia, penyediaan akses modal melalui kerjasama dengan lembaga 

keuangan, infrastruktur yang memadai, dan transparansi pengelolaan 

keuangan 
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